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Isu terkini dalam Sewa
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PPN atas Sewa

Pada dasarnya,

PPN terutang atas penyerahan:

« JKP:
-Sewa biasa (operating lease)
-Sewa pembiayaan (finance lease:
dibebaskan)

BKP:

Pengalihan Barang Kena Pajak oleh
karena suatu perjanjian sewa beli
dan/atau perjanjian sewa guna usaha
(leasing/finance lease)




Isu PPN Terkait Sewa

PSAK 73 Sewa

» Pencatatan operating lease sebagal
finance lease (hampir semua sewa
dicatat finance lease)

* Pencatatan sewa untuk perjanjian
yang dianggap mengandung sewa
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Isu PPN Terkait Sewa

Pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan harus berdasar
pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Kedudukan PSAK adalah standar dalam menyusun laporan
keuangan.
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Sewa Biasa/Operating Lease
PPN Terutang saat pembayaran

—_— Pajak

Memeriksa kondisi

nyata kontrak dan Leasing/
. bukti pendukung Finance lease
Perjanjian
Sewa Memenuhi syarat
Leasing sesuai
3 KMK-1169/1991
[
§ * Salah satunya
X adalah Lessor
< harus memiliki
izin usaha leasing
PSAK 73 dari Menkeu

Dicatat Finance lease

Leasing/Finance Lease
Pasal 1A (1) b UU PPN
Terutang saat Penyerahan

Ya

Memenubhi
Tidak kriteria
penyerahan BKP
(Pasal 1A (1) a)

Secara nyata ada
penyerahan hak
(pengalihan risiko
aset ke pembeli, atau
ada fixed charge
yang merupakan
penggantian BKP)

Ya

Tidak

Terutang PPN atas
Penyerahan BKP karena
suatu perjanjian
PPN Terutang saat
penyerahan

Tidak mengandung sewa
atau penyerahan BKP
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PT ABC menyewa truk selama 2 tahun ke PT JKL. Biaya sewa

Rp 3 juta per bulan. Perawatan truk ditanggung PT JKL. PT JKL
bukan lessor.

PT ABC mencatat sebagai finance lease (mencatat aset truk)

PT JKL bukan lessor, maka bukan finance lease.
Tidak ada penyerahan hak. Maka dianggap sewa biasa. PPN
terutang pada saat pembayaran sewa.
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PT DEF memiliki perjanjian untuk memproduksi barang
setengah jadi untuk diserahkan ke PT MNO. Masa perjanjian
adalah 20 tahun. Pabrik dibangun di atas tanah milik PT MNO.
Tiap bulan, PT DEF menagih harga barang setengah jadi
(sesuai kuantitas produksi) dan biaya fasilitas (fixed) sebagai
penggantian harga pabrik.
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7 Menyerahkan barang

=
Membangun a0 —| Menagtih harga barang
Pabrik di EE E —
t"”‘,’ﬁ'ﬁg aonlo —| Menagih fixed price untuk
n facility charge . .
PT DEF PT MNO

Membayar harga barang, facility charge + PPN

Tanah milik dan wilayah PT MNO
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PT DEF mencatat sebagai finance lease (mencatat aset pabrik)

PT DEF bukan lessor, sehingga bukan leasing.
Terjadi penyerahan hak atas aset pabrik dari PT DEF ke PT
MNO. Oleh karena itu, terutang PPN atas penyerahan hak atas

BKP karena suatu perjanjian. (Pasal 1A ayat (1) huruf a UU
PPN.
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u Terima kasih
d. Pajak Kita, Untuk Kita
IP
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